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MOTTO  
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RINGKASAN 
 
 

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengaturan 

tentang  perkawinan  sangatlah plural. Indonesia yang pada saat itu belum memiliki 

Undang-Undang perkawinan memberlakukan berbagai hukum perkawinan bagi 

berbagai  golongan.  Pada  Tanggal  2  Januari  1974  diundangkan  suatu  Undang- 

Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang 

berlaku secara effektif pada tanggal 1 Oktober 1975, ditandai dengan keluarnya 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974. Pada tanggal 21 April 1983 pemerintah mengundangkan peraturan 

pemerintah untuk kelompok warga negara Indonesia yang berstatus sebagai Pegawai 

Negeri Sipil, lalu selanjutnya pada tanggal 6 September 1990 pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian 

bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor  45  Tahun  1990  disebutkan  bahwa  Pegawai  Negeri  Sipil  wanita  tidak 

diizinkan untuk menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat. 

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah penerapan azas monogami bagi 
 

Pegawai Negeri Sipil Wanita menurut PP.No.10 tahun 1983 Jo. PP No.45 tahun 
 

1990,  akibat  hukum  apabila  Pegawai  Negeri  Sipil  wanita  melanggar  ketentuan 
 

PP.No.10 tahun 1983 Jo. PP No.45 tahun 1990, pertentangan PP.No.10 tahun 1983 
 

Jo. PP No.45 tahun 1990 dengan UU No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. 

Tujuan penulis dalam mengerjakan skripsi ini adalah mengkaji dan 

menganalisis  bagaimanakah  penerapan  azas  monogami  terhadap  Pegawai  Negeri 

Sipil wanita menurut pasal 4 ayat (2) PP No.10 tahun 1983 Jo. PP No.45 tahun 1990 

dan apa akibat hukum apabila Pegawai Negeri Sipil wanita melanggar ketentuan 

tersebut serta apakah pasal tersebut tidak bertentangan dengan UU No.1 tahun 1974 

dan Kompilasi Hukum Islam. 
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Penulisan Skripsi ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis 

normatif serta menggunakan metode pendekatan yaitu metode pendekatan undang- 

undang (statute approach) dan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual 

approach).  Sedangkan  untuk  bahan  hukum  penulis  menggunakan  bahan  hukum 

primer dan bahan hukum sekunder, dan analisa yang digunakan yaitu metode 

perspektif. 

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa penerapan azas monogami 

terhadap Pegawai Negeri Sipil wanita menurut ketentuan pasal 4 ayat (2) PP No.10 

tahun 1983 Jo. PP No.45 tahun 1990 adalah mutlak, dan akibat hukum apabila 

Pegawai Negeri Sipil Wanita melanggar ketentuan tersebut yaitu pemberhentian tidak 

dengan  hormat  sebagai Pegawai Negeri  Sipil.  Ketentuan  tersebut  ternyata 

bertentangan dengan UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, namun 

karena Pegawai Negeri Sipil tunduk dan patuh pada UU No.43 tahun 1999 maka 

yang berlaku adalah Lex Specialis Derogat Lex Generalis. 

Berdasarkan  kesimpulan  tersebut  diatas,  maka  disarankan  agar  Pegawai 
 

Negeri Sipil wanita tidak melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) PP No. 10 tahun 1983 
 

Jo. PP No.45 tahun 1990, sehingga Pegawai Negeri Sipil sebagai Unsur Aparatur 

Negara, Abdi Negara, dan Abdi masyarakat dapat melaksanakan tugasnya dengan 

baik. 
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